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Menimbang

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia;

b. bahwa tata cara penetapan standar kompetensi Kkerja
nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, merupakan pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan



Mengingat

1.

Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1792);



Menetapkan

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
257);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA
CARA PENETAPAN  STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang
selanjutnya  disingkat  SKKNI, adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Rencana Induk Pengembangan SKKNI, yang selanjutnya
disebut RIP SKKNI, adalah dokumen rencana program
pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi

pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha.

3. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang

kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan



10.

11.

usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam
menyusun standar kompetensi.

Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang
sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang
SKKNI.

Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian
rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI
terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah
ditetapkan.

Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang
sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan
berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan
perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
Kerangka  Kualifikasi Nasional Indonesia, yang
selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka
penjenjangan  kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.

Regional Model Competency Standard, yang selanjutnya
disingkat RMCS, adalah model standar kompetensi yang
pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari
proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
Adopsi adalah pengambilan seluruh atau sebagian
substansi, redaksional dan format suatu standar
kompetensi kerja untuk ditetapkan menjadi standar
kompetensi kerja yang berlaku di Indonesia,;

Adaptasi adalah pengambilan seluruh atau sebagian
substansi suatu standar kompetensi kerja untuk
menyusun SKKNI;

Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang

dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu



pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha
yang menjadi tanggung jawabnya.

12. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor/kategori
atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau
lapangan usaha tertentu.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
menyelenggarakan bidang pelatihan kerja  dan
produktivitas.

14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan
kepada instansi teknis dan pemangku kepentingan dalam
penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor atau

lapangan usaha masing-masing.

BAB Il
KELEMBAGAAN

Pasal 3
Kelembagaan pengembangan standar kompetensi terdiri atas:
a. Kementerian;
b Instansi teknis;
c. Komite Standar Kompetensi;
d. Tim Perumus SKKNI; dan
e. Tim Verifikasi SKKNI.

Pasal 4
(1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a memiliki peran dan fungsi:



a. pembinaan umum dan teknis pengembangan SKKNI
dan KKNI secara nasional,

b. penetapan norma dan kebijakan nasional
pengembangan SKKNI dan KKNI;

c. pengkoordinasian dan/atau fasilitasi pengembangan
SKKNI dan KKNI pada sektor atau lapangan usaha;
dan

d. verifikasi Rancangan SKKNI dan KKNI; dan
penetapan SKKNI.

(2) Peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cq Direktorat yang

menangani standardisasi kompetensi.

Pasal 5
Instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha
masing-masing, meliputi:
a. pengembangan SKKNI dan KKNI;
b. pengembangan RIP SKKNI,
c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI dan KKNI;
d. penetapan pemberlakuan SKKNI dan KKNI; dan

e. pembentukan Komite Standar Kompetensi.

Pasal 6
(1) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c, dibentuk oleh instansi teknis yang
memiliki tugas dan fungsi di sektor atau lapangan usaha
masing-masing, meliputi:
a. penyusunan RIP SKKNI ;
b. pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi
SKKNIZKKNI;
penilaian usulan penyusunan SKKNI;
d. pengembangan SKKNI dan KKNI;
e. penyelenggaraan Prakonvensi dan Konvensi
Rancangan SKKNI dan KKNI; dan



f. pemantauan dan kaji ulang SKKNI dan KKNI.

(2) Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Pengarah;

b. Ketua merangkap anggota,;
Sekretaris merangkap anggota; dan

d. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan
yang merepresentasikan unsur dan dapat berasal
dari instansi teknis yang bersangkutan, instansi
teknis terkait, perusahaan atau asosiasi
perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi
lembaga pendidikan dan pelatihan, Lembaga
Sertifikasi  Profesi, serikat pekerja dan/atau
pakar/ahli yang relevan.

(3) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didukung oleh Sekretariat, dengan tugas
memberi dukungan teknis dan administratif.

(4) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri/menteri teknis/kepala
lembaga non kementerian atau pejabat setingkat di
bawahnya pada instansi teknis yang membidangi sektor
atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya

(5) Komite Standar Kompetensi dan Sekretariat didukung
pendanaan yang bersumber dari anggaran instansi teknis

yang bersangkutan.

Pasal 7
Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang
tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau
pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi
Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja

yang bersangkutan.

Pasal 8



Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf d bersifat ad hoc, dibentuk olen Komite Standar

Kompetensi dengan tugas:

a. menyusun Rancangan SKKNI/KKNI di sektor atau
lapangan usaha masing-masing; dan

b. melakukan kaji ulang SKKNI/KKNI.

Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas personil yang memiliki kompetensi:

a. Metodologi perumusan standar kompetensi; dan

b. Substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang
relevan dengan SKKNI yang akan disusun.

Metodologi perumusan standar kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan minimal

dengan sertifikat pelatinan perumusan SKKNI.

Substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dibuktikan dengan:

a. pengalaman yang relevan;

b. pengakuan atau rekomendasi dari
lembaga/asosiasi/perusahaan; atau

c. sertifikat kompetensi.

Susunan keanggotaan Tim Perumus SKKNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Ketua;

b. Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan
yang merepresentasikan unsur praktisi, pakar/ahili,
perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi
profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan
dan pelatihan, instansi teknis yang bersangkutan
atau instansi teknis terkait.

Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh

narasumber.



Pasal 9
Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf e bersifat ad hoc, dibentuk oleh Komite Standar
Kompetensi dengan tugas melakukan verifikasi
Rancangan SKKNI di instansi teknis masing-masing
sebelum Prakonvensi.
Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas personil yang memiliki kompetensi:
a. metodologi verifikasi standar kompetensi; dan
b. substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang

relevan dengan SKKNI yang akan diverifikasi
Metodologi verifikasi standar kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan minimal
dengan sertifikat pelatinan perumusan SKKNI.
Substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dibuktikan dengan:
a. pengalaman yang relevan;
b. pengakuan atau rekomendasi dari
lembaga/asosiasi/perusahaan; atau

c. sertifikat kompetensi.
Susunan keanggotaan Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. Ketua; dan

b. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB 1
PERSYARATAN UMUM

Pasal 10

Rancangan SKKNI yang akan ditetapkan sebagai SKKNI harus

memenuhi ketentuan:

a.

berisi rumusan tentang kompetensi tugas, kompetensi
manajemen tugas, kompetensi menghadapi keadaan

darurat dan kompetensi menyesuaikan diri dengan
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lingkungan kerja, termasuk tanggung jawab dan bekerja
sama dengan orang lain;

mencerminkan pekerjaan yang realistik berlaku di tempat
kerja secara umum di sektor atau lapangan usaha
tertentu;

dirumuskan dengan orientasi hasil kerja (outcomes);dan
dirumuskan secara terukur dengan bahasa yang jelas,

sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna SKKNI.

Pasal 11

Penyusunan SKKNI di setiap sektor atau lapangan usaha
mengacu pada peta kompetensi yang disusun dalam RIP
SKKNI di sektor atau lapangan usaha vyang
bersangkutan.

Pemetaan kompetensi  dan penyusunan  SKKNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada
RMCS.

Pasal 12

Pemetaan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) disusun dalam susunan fungsi

pekerjaan yang mencakupi:

a. tujuan utama (main purpose);

b. fungsi kunci (key function) dari tujuan utama (main
purpose);

C. fungsi utama (major function) dari fungsi kunci (key
function); dan

d. fungsi dasar (basic function) dari fungsi utama
(major function),

dari sektor atau kategori lapangan usaha.

Fungsi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf d pada umumnya diidentifikasi sebagai unit

kompetensi.

Tata cara pemetaan kompetensi disusun dengan

mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam



-11-

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

SKKNI pada setiap sektor atau kategori lapangan usaha dapat

disusun dalam kemasan sebagai berikut:

a.

kualifikasi nasional, dengan mengacu pada jenjang KKNI,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
jabatan atau okupasi nasional, dengan mengacu pada
tugas dan fungsi jabatan atau okupasi nasional, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
klaster kompetensi, dengan mengacu pada kebutuhan
khusus kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan

industri atau organisasi.

Pasal 14
SKKNI disusun dengan struktur sebagai berikut:
kode unit;

judul unit ;

a

b

C. deskripsi unit;
d elemen kompetensi;

e kriteria unjuk Kkerja;

f. batasan variabel; dan

g. panduan penilaian.

Struktur dan tata cara penulisan SKKNI disusun dengan
mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 15
Komite Standar Kompetensi menyusun RIP SKKNI sesuai

sektor atau kategori lapangan usaha masing-masing
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untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima)

tahun.

(2) RIP SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

antara lain:

a.

f.

g.
h.

pendahuluan yang menguraikan tentang Ilatar
belakang, tujuan, dan ruang lingkup;

acuan normatif yang berisi standar dan regulasi
teknis yang dipakai sebagai dasar dan acuan dalam
penyusunan RIP SKKNI;

metode yang digunakan dalam penyusunan RIP
SKKNI;

peta jalan penyusunan SKKNI, yang berisi sasaran-
sasaran yang harus dicapai, deskripsi peta fungsi
pekerjaan, peta kompetensi di setiap sektor atau
kategori lapangan usaha, dan prioritas penyusunan
SKKNI;

program, rencana anggaran dan jadwal
pelaksanaannya,;

organisasi penyusunan SKKNI;

rekomendasi; dan

lampiran.

(3) Prioritas penyusunan SKKNI sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d mempertimbangkan aspek:

a.

keamanan, keselamatan, kesehatan kerja,
lingkungan hidup;

potensi terjadinya perselisihnan dalam transaksi
barang maupun jasa; dan/atau

peningkatan daya saing produk barang atau jasa

tertentu dalam persaingan global.

Pasal 16

RIP SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri/menteri teknis/kepala lembaga non

kementerian yang membidangi sektor atau lapangan usaha

sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 17

RIP SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
sebagai dasar untuk menyusun rencana tahunan
perumusan dan penetapan SKKNI.
Rencana tahunan perumusan dan penetapan SKKNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara
lain:
a. jumlah dan jenis SKKNI yang akan dirumuskan dan

ditetapkan;
b. kegiatan yang akan dilakukan;

biaya yang diperlukan; dan

d. rencana pelaksanaan kegiatan dan jadwal.

BAB V
PERUMUSAN RANCANGAN SKKNI

Bagian Kesatu

Inisiasi dan Pembentukan Tim Perumus SKKNI

Pasal 18
Inisiasi perumusan SKKNI dapat dilakukan oleh instansi
teknis atau pemangku kepentingan lainnya.
Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi masyarakat, asosiasi
industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi.
Inisiasi perumusan SKKNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan
adanya kebutuhan SKKNI baru atau kebutuhan
perbaikan atau pengembangan SKKNI yang telah ada.
Inisiasi perumusan SKKNI harus disampaikan kepada
instansi teknis sesuai dengan sektor atau lapangan
usaha masing-masing.
Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyampaikan kepada Komite Standar Kompetensi
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untuk melakukan penilaian dan justifikasi kelayakan
tuntutan kebutuhan SKKNI berdasarkan:

a. sistem industri dan/atau regulasi teknis yang terkait

dengan SKKNI yang diusulkan;

b. RIP SKKNI.

Dalam hal usulan perumusan SKKNI dinyatakan layak,
maka Komite Standar Kompetensi memasukkan usulan
dimaksud ke dalam rencana tahunan perumusan dan
penetapan SKKNI dan mengusulkannya kepada instansi

teknis.

Pasal 19

Komite Standar Kompetensi membentuk Tim Perumus dan

Tim Verifikasi untuk jenis SKKNI yang telah diprogramkan

dalam rencana tahunan perumusan dan penetapan SKKNI di

masing-masing sektor atau kategori lapangan usaha.

Bagian Kedua

Mekanisme Perumusan Rancangan SKKNI

Pasal 20

Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan

metode :

a. riset lapangan/penyusunan;

b. adaptasi; atau

c. adopsi.

(1)

Pasal 21
Perumusan rancangan SKKNI dengan metode riset
lapangan/penyusunan atau adaptasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b,
disusun menggunakan model RMCS dengan struktur dan
tata cara penulisan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14.
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Tata cara perumusan rancangan SKKNI dengan metode
riset lapangan/penyusunan disusun dengan mengacu
pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 22

Perumusan Rancangan SKKNI dengan metode adaptasi
atau adopsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b dan huruf ¢ dapat menggunakan standar
komptensi kerja khusus atau standar komptensi kerja
internasional.
Perumusan Rancangan SKKNI dengan metode adaptasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat
dilakukan terhadap standar kompetensi yang memenuhi
persyaratan:
a. telah diakui dan diberlakukan;
b. struktur dan formatnya sama, setara atau sebanding

dengan struktur dan format RMCS.
Perumusan SKKNI dengan metode adopsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilakukan
terhadap standar kompetensi dengan memperhatikan:

a. telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan
dari pemilik standar kompetensi yang diadopsi.

b. identitas standar kompetensi dinyatakan dengan
jelas, antara lain yang menyangkut nomor, judul,
tanggal atau tahun publikasi dan tingkat
kesetaraannya dengan SKKNI.

c. penulisannya diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia dengan tidak menghilangkan bahasa
aslinya, jika standar kompetensi kerja tidak dalam
bahasa Indonesia.

Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dapat menggunakan jasa

penerjemah tersumpah.
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SKKNI hasil adopsi wajib diamandemen dengan segera
apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi yang
diadopsi.

Tata cara adaptasi dan adopsi standar kompetensi
disusun dengan mengacu pada Format 4 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Rancangan SKKNI yang telah dirumuskan diidentifikasi

sebagai Rancangan SKKNI-1, Rancangan SKKNI-2, dan
Rancangan SKKNI-3.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Rancangan SKKNI

Pasal 24

Perumusan Rancangan SKKNI yang dilakukan oleh Tim

Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) diverifikasi kesesuaiannya oleh Tim Verifikasi

SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Verifikasi Rancangan SKKNI dilakukan dengan kriteria

sebagai berikut:

a. struktur Rancangan SKKNI telah sesuai dengan
struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
dan

b. substansi Rancangan SKKNI telah dirumuskan
secara jelas, tepat dan akurat dengan presisi yang
mampu telusur dengan standar proses kerja di
industri, organisasi, atau produk/jasa.

Rancangan SKKNI yang telah memenuhi Kkriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi

sebagai Rancangan SKKNI-1.
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Pasal 25
Rancangan SKKNI-1 divalidasi melalui Prakonvensi.
Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 diselenggarakan oleh
Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.
Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 diikuti pemangku
kepentingan terkait antara lain dari unsur industri,
praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok
profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, Lembaga
Sertifikasi  Profesi, Kementerian, Badan Nasional
Sertifikasi Profesi, atau intansi teknis terkait.
Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang
diundang.
Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 harus memperhatikan
masukan tertulis yang disampaikan oleh peserta yang
berhalangan hadir.
Peserta yang berhalangan hadir tetapi menyampaikan
masukan secara tertulis, dianggap sebagai peserta yang
hadir dalam Prakonvensi.
Hasil Prakonvensi disetujui secara aklamasi oleh peserta
Prakonvensi.
Rancangan SKKNI-1 diperbaiki oleh Tim Perumus
berdasarkan hasil Prakonvensi dan disampaikan oleh
instansi teknis kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur
yang menangani urusan standardisasi kompetensi untuk

diverifikasi.

Pasal 26
Direktorat yang menangani urusan standardisasi
kompetensi melakukan verifikasi Rancangan SKKNI-1
hasil Prakonvensi.
Verifikasi Rancangan SKKNI-1 dilakukan dengan Kkriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
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Verifikasi Rancangan SKKNI-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen
dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal dokumen Rancangan SKKNI-1 dinyatakan
belum lengkap atau belum sesuai, dokumen
dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan.
Rancangan SKKNI-1 yang telah memenuhi Kkriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi
sebagai Rancangan SKKNI-2.

Rancangan SKKNI-2 disampaikan kepada instansi teknis

sebagai bahan pelaksanaan Konvensi Nasional.

Pasal 27

Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dan Pasal 26 disusun dengan mengacu pada Format 5

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Rancangan SKKNI-2 dibakukan melalui Konvensi
Nasional.

Konvensi Nasional diikuti pemangku kepentingan terkait
antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar,
asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan
dan pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kementerian,
Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau intansi teknis
terkait.

Konvensi Nasional Rancangan SKKNI-2 dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang
diundang.

Konvensi Nasional Rancangan SKKNI-2 harus
memperhatikan masukan tertulis yang disampaikan oleh

peserta yang berhalangan hadir.
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(5) Peserta yang berhalangan hadir tetapi menyampaikan
masukan secara tertulis, dianggap sebagai peserta yang
hadir dalam konvensi.

(6) Rancangan SKKNI-2 vyang telah disepakati secara
aklamasi dan telah diperbaiki oleh Tim Perumus
diidentifikasi menjadi Rancangan SKKNI-3.

(7) Rancangan SKKNI-3 disampaikan oleh instansi teknis
kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur yang menangani

urusan standardisasi kompetensi untuk ditetapkan.

Pasal 29
Tata cara pelaksanaan Prakonvensi dan Konvensi Nasional
Rancangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan Pasal 28 disusun dengan mengacu pada Format 6
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30
Hasil Proses verifikasi, Prakonvensi dan Konvensi Nasional
Rancangan SKKNI didokumentasikan secara lengkap dan

kronologis oleh instansi teknis.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 31
(1) Rancangan SKKNI-3 yang disampaikan oleh instansi
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7)
diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Direktur
Jenderal Cq. Direktur yang menangani urusan
standardisasi kompetensi paling lama 15 (lima belas) hari
kerja sejak dokumen diterima.
(2) Dalam hal Rancangan SKKNI-3 dinyatakan belum

lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan
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kepada instansi teknis yang mengusulkan untuk
dilakukan perbaikan.

Rancangan SKKNI-3 yang telah dinyatakan lengkap dan
sesuai, ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu

paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII
KAJI ULANG SKKNI

Pasal 32
Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang
telah ditetapkan, dilakukan kaji ulang.
Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan
kebutuhan.
Hasil kaji ulang SKKNI dapat berupa rekomendasi:
a. perubahan;
b. pencabutan; atau

c. tanpa perubahan.

Pasal 33
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a,
dapat berupa:
a. kesalahan redaksional;
b. perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya
terbatas; dan/atau
c. perubahan substansi yang cukup luas atau
menyeluruh.
Perubahan berupa kesalahan redaksional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak melalui
Prakonvensi dan Konvensi Nasional.
Perubahan berupa perbaikan atau penambahan

substansi yang sifatnya terbatas sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui Prakonvensi
dan Konvensi Nasional.

Perubahan substansi yang cukup luas atau menyeluruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilaksanakan melalui Prakonvensi dan Konvensi
Nasional.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh instansi teknis kepada Menteri Cq.

Direktur Jenderal.

Pasal 34
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi pencabutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b
dilakukan apabila SKKNI tersebut:
a. perubahan substansi lebih dari 50%; atau
b. tidak diperlukan lagi.
Rekomendasi Pencabutan SKKNI diusulkan oleh instansi
teknis kepada Menteri Cg. Direktur Jenderal untuk
dicabut.

Pasal 35

Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi tanpa perubahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c

dilakukan apabila SKKNI tersebut masih dinyatakan valid dan

reliabel.

Pasal 36

Tata cara kaji ulang SKKNI disusun dengan mengacu pada

Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
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Pasal 37
SKKNI yang dalam proses penyusunan sampai dengan tahap
Konvensi Nasional tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sampai dengan jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 364), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



-23-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TATA  CARA PENETAPAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BENTUK FORMAT TATA CARA PENETAPAN

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

NO | FORMAT TENTANG
1. |Format 1 Tata Cara Pemetaan Kempetensi
2. | Format 2 | Struktur dan Tata Cara Penulisan Standar Kompetensi |
Kerja Nasional Indonesia
3. | Format 3 Tata Cara Perumusan Rancangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia
Format 4 Tata Cara Adaptasi dan Adepsi Standar Kempetensi
Format 5 Tata Cara Verifikasi
Format 6 Tata Cara Pelaksanaan Prakenvensi dan Konvensi
Nasionial Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
7. | Format 7 Tata Cara Kajl Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional |

Indonesia

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRT
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FORMAT 1

TATA CARA PEMETAAN KOMPETENSI

A, TUJUAN DAN SASARAN PEMETAAN KOMPETENSI

Pemetaan kompetensi di setiap sektor atau lapangan wusaha,

merupakan langkah awal dari pengembangan SKKNI di sektor atan

lapangan usaha yang bersangkutan. Artinya, sebelum melaksanakan

serangkaian kegiatan pengembangan SKKNI, terlebili dahulu haras

dilakukan pemetaan kompeétensi guna mengetahui kompetensi apa

saja yang ada dan perlu disusun SKKNInya di sektor atau kategori
lapangan usaha tertentu.

1.

Tujuan

Pemetaan kempetensi di setiap sektor atau kategori lapangan
usaha adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan unit-unit
kompetensi dari suatu sektor atail kategori lapangan usaha yang
perlu disusun standar koempetensinya dalam format SKKNI; yvang
dituangkan dalamn Rencaha Induk Pengembangan SKIKNI,

Sasaran

Sasaran kegiatan pemetaan kompetensi adalal:

4. Tersusunnva peta kompetensi di setiap sektor atau kategori
lapangan usaha:

b. Tersusunnya RIP SKKNI di setiap secktor atau kategori
lapangan usaha.

B. KEGIATAN POKOK

Guna mencapai tujuan pemetaan kompetensi sebagaimana

diutarakan di atas, kegiatan pokok yang dilakiikan meliputi:

1.

Penietaan unit-unit kompetensi

Merupakan aktivitas menyusun/membuat peta kompetensi
berdasarkan sektor atau kategori lapangan usaha secara
komprehensif dan sistemalts.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SKIKNI

Merupakan dokumien péréncandan pengembangan SKEKNI
berdasarkan peta kompetensi nntuk kurnn waktn tertenf.
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KELEMBAGAAN PEMETAAN KOMPETENSI
Pemietaan kompetensi pada setiap instansi teknis dilakukan oleh

Komite Standar Kompeternisi, dengan strukthir organisasi yang terdiri:

1. Pengarah, sccara eks-ofisio dijabat oleh Pimpinan Unit Eselon-1
vang memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembinaan
kompetensi SDM di sektor atau kategori lapangan usaha yang
menjadi lingkup tugas dan tanggungjawab masing-masing
Instansi Teknis dan/atau Pimpinan Unit Eselon-I teknis lainnya
pada lnstansi Teknis vang bersangkutain;

2. Ketua Komite merangkap anggota, secara eks-ofisio dijabat oleh
Kepala Satuan Kerja yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
pengembarnigan standar atau pengembangan SDM di sektor atau
kategori lapangan usaha dari Instansi Teknis yang bersangkutan;

3. Sekretaris Komite merangkap anggota, secara eks-ofisio dijabat
oleh pejabat di lingkungan Satuan Ketja Ketua Komite;

4. Anggota Komite, terdiri dari perwakilan satuan kerja eseclon-T
dan/fatau eselon [ lain dari lnstansi Teknis yang bersangkutan,
instansi teknis ferkait, serta perwakilan dari perusahasn atau
asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi
lembaga pendidikan dan pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi,
serikat pekerja dan/atau pakar kompetensi di sektor atau kategori
lapangan usaha yang bersangkutan.

Sektor atau kategori lapangan usaha vang akan di petakan
kompetensinya, biasanya meniiliki ruang lingkup yang relatif besar.
Oleh karena itu untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan
kompetensi, komite standar kompestensi dapat membentuk kelompok
kerja pemetaan kompetensi di sektor atan kategori lapangan usaha
masing-masing.

Dalam satu nhstasi Teknis dapat dibentuk Ilebih dari satu
kelompok kerja sesual dengan kebutahan. Kelompek kerja pemetaan
kompetensi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan
penyusunan peta kompetensi di bidang penugasan masing-masing,
Keanggotaan kelompek kerja pemetaan kempetensi terdiri dari erang
perorangan (individu) yang memiliki kompetensi teknis-substantif
proses bisnis dari bidang penugasan kelompok yang bersangkiitan.
Susunan erganisasi Kelompok Kerja terdiri:

a. [Ketua merangkap anggota;

b. Sckretaris merangkap anggota, dan

c. Anggota.

Jumlah keanggotaan kelompok Kkerja pemetaan kempetensi di
sesuaikan dengan kebutuhan.
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Koordinasi ]
KEMENTERIAN p ‘ N {NSTANS] |
KETENAGAKERIAAN ¢ » TEENIS

PEMETAAN KOMPETENSI

Untuk melakukan penyusunan peta kompetensi SKKNI di setiap

sektor atau kategori lapangan usaha, komite standar kompetensi yang
di bentuk oleh intansi teknis, melalkukan tahapan atau lanigkal-
langkal sebagai berilmt:

1.

Penyamaan Persepsi

Penvamaan persepsi dilakukan melalui brainstorming pemetaan
kompetensi yang bertujuan untuk memberi pemahaman secara
komprehensil kepada tim komite atau kelompok kerja tentang
program pemetaan kompetensi serta pengembangan SKKINI secara
komprehensif.

Melaknkan Pemetaan Kempetensi
Terdapat dua (2) tahap kegiatan untuk melakukan pemetaan
kompetensi, yaitu:
a. Analisis sektor/bidang usaha
1) Identifikasi tugas pokok dan fungsi
' Kementerian/Lembaga instansi teknis, sektor
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) Identifikasi kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi
dengan penggelengan klasifikasi lapangan usaha
sebagaimana yang tertuang dalam Kalasifikasi Bakn
Lapangan usaha Indonesia (KBLI) vang di tetapkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS).
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Pemetaan komipetensi di suatu instansi teknis, dimulai
dengan analisis lingkop sektor, subsektor dan bidang usaha
yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab
instansi teknis yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan
hal ind, dimungkinkan adanya suatu instansi teknis yang
lingkup tugasnya meliputi lebilh dari satu kategori lapangan
usaha. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Sebaliknya, dimungkinkan suatu kategori
lapangan usaha tertentu menjadi tanggung jawal lebih dari
satu instansi teknis. Seperti kategori lapangan usaha A
(Pertanian, Kelutanan dan Perikanan), menjadi lingkup tugas
dan tanggungjawab dari tiga instansi teknis, vaitu
Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara skematis, analisis lingkup sektor, subsektor dan
bidang usaha di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Lapangan

Struktur Lapangan Usaha

Usaha yang menjadi Analisis ) berdasarkan KBLI 2009
tanggungjawaly instansi Kesesuaian yang terdiri dari;

pernbinia teknis
berdagsrkan Perpres

= 21 Kategori,

= 88 Golangan Pokok
241 Golongan

514 Subgolongan

b.

1457 Kelompok Usaha

Peta Lapangan Usala KBLI Instansi tekmis
s Kategori Ve

Colongan Pokok 1 .. ...

Golongan :

Suly Galorigan

Kelompok

s 8 o o

Analisis fungsi produktif

1) Melakukan “analisis fungsi produktf® hidang usaha.
Analisis fungsi produktif secara hirarki dimulai dari
analisis tujuan utama, fungsi kunci, fungsi ntama dan
fangsi dasar. Analisis fungsi produktf bidang
usaha/industri ini bertujuan untuk mengidentifikasi
setiap faktor/variabel, apa yang menjadi tujuan utama,
fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar dari suatu
bidang usaha/industri sejenis.
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2) Identifikasi unit-unit kompetensi. Pada umuminya, unit-
unit kempetensi ditermnukenali pada tingkat fungsi dasai:
Namun demikian, dimungkinkan pula adanya fungsi
dasar yang berisi lebih dari satu unit kompetensi. Unit
kompetensi adalah kegiatan terkecil yang output atan
hasilnya merupakan satu satuan yang terukur.

Dalam rangka pemetaan SKKNI, analisis fungsi produktif
pada umumnya dilakukan pada tingkat hirarki atau digit
dimana proses bisnis dan produknya sejenis. Hal ini dapat
dilakukan pada digit 3 (golongan), digit 4 (sub-golongan) atau
digit 3 (kelompok).

Sebagai contoh:

Pada lapangan usaha kategori A (Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan), khususnya pada golongan pokok 01
(Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburnan dan Kegiatan
yvhdi), analisis fuungsi produktif untuk pemetaan kompetensi
dimulai pada tingkat hirarki golongan (digit 3), karena bidang
usaha Pertanian Tanaman dengan bidang usaha Peternakan
serta bidang usaha perburuan, proses bisnisnya tidak
homogin/sejenis, baik input, proses maupun out-putnya.
Bahkan dapat pula dilakukan pada tingkat hirarki sub-
golongan (digit 4) atau bahkan pada tingkar kelompok (digit
3), karena banyaknya variasi pertanian tanaman yang
masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, haik
dari aspek proses bisnis maupun produknya,

Penyusumnan Peta Kompetensi

Hasil dari identifikasi unit kompetensi pada setiap sektor

atau lapangan nsaha, disosun dan diklasterisasi secara sistematis

dalam suatu peta kompetensi sesuai dengan hirarki fungsi

produltif sektor atau lapangan usaha.

Sebagai ilustrasi, penerapan tahapan metode pemetaan

kompetensi di lingkup tugas dan tanggungjawab Kemerterian

Ketenagakerjaan dapat digambarkan sebagai berikut:

a.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian  Ketenagakerjaan, lingkup  tugas  dan
tanggungjawah utama/bisnis inti (Core  business)
Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:

1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

2) Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja;

3) Pengawasan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
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4)  Hubungan industrial dan jaminan sosial
ketenagakerjaan;

Berdasarkan bisnis inti tersebut, Kementerian

Ketenagakerjaan memiliki fungsi:

1) Pelatihan dan peningkatan produktivitas;

2) Penempatan dan perluasan kerja;

3) Pengawasan dan keselamatan dan kesehatan kerja;

4)  Hubungan industrial dan jaminan sosial;

3) Pembinaan SDM lainnya;

Merngingat  Kemernterian  Ketenagakerjaan — merupakan

Kementerian yang bersifat lintas scktor, maka:

1)

2)

Core bustness utama dari Kementerian Ketenagakerjaan,
adalah Pelatihan dan peningkatan prodiiktivitas;
Penempatan dan perluasan kerja; Pengawasan dan
perlindungan tenaga kerja; Hubungan industrial dan
janiinan sosial, Pembinaan SDM lainnya;

Beberapa lapangan usaha yang tidak memiliki hirarki
kompetensi atau tidak teridentifikasi penanggungjawab
instansi teknis, imenjadi tanggungjawab Kemeriterian
Ketenagakerjaan.

Kemungkinan core busitiess utama dari Kemeriterian
Ketenagakerjaan juga merupakan fungsi core business
utama dari Kementerian/Lembaga teknis lain:

Berdasarkan salah satu core business tersebut diatas yaitu

pelatihan dan peningkatan produoktivitas teridentifikasi
bahwa:

1)

Pada KBLI 2009, untuk Core business utama pelatihan
dan peningkatan produkiivitas di tempatkan pada
lingkup lapangan usaha Kategori P (Pendidikan), di
dalamnya terdapat lapangan usaha Golongan Pokok 85
(jasa pendidikan). Lapangan wusaha pelatihan dari
Golongan 854 (jasa pendidikan lainnya), sub-golonigan 3
(Jasa pendidikan lainnya pemerintah). Sub gelongan ini
mencakiip pendidikan luar sekelah yang
diselenggarakan oleh pemcrintah, dengan kelompok (0)
pada umumnya kursus/pelatihan. Proses bisnis dari
kelompok lapangan usaha untuk kursus/balai pelatihan
pada umumnya meliptiti fungsi persiapan, pelaksanaail
dan evaluasi.
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4) Sandingan lingkup lapargan usaha kursus/balai
pelatihan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

FUNGSI/BISNIS INT] j KL 2009

Peningkatan Kompetensl o Pradulnvias Kamgor i Rendidifan)
& asa 52 Peritlicliian
894 lasy Feorldlkan Lanaya

} 344? m?amimll#an.jnmvsa Pam=timtal

Penempatan dan FerlUasanker)a

Panpaveazan dan Keselomatat dan Keseliatan
Ketie

Hishungan Irtustrial dar \amiitan Sesial

Vil ATIM Latimiery @

Dari gambaran i atas dapat disimpulkan bahwa salah
satn  lingkap  lapangan  asaha  vang  menjadi
tanggungjawab Kementerian Ketenagakeriaan m&];ipu‘ti
lapanpan usaha kursus/balai pelatihan kerja,

Dengan demikian. hirarkhi lingkup lapangan wusaha
Kementerian — Ketenagakerjaan — dimaksid capat
digambarkan dalam tabel berikut:

EATEGORI] GOLONGAN | GOLONGAN SUB EELOMP
POKOK GOLONGAN OR
B Jasa Jasa Jasa Pendidikan | Bucsus/ |
PENDIDIEAN | Pendidikan Pendidikan | Lainnye balai
Lainnya Pemerintak pelatihan
dst dst dst dst

3)  Analisis fungsi produktit dimulai dari fingkat Kelornpaok
lapangan usaha, vaitu untuk mengidentifikast unit-umit
kompetensi  pada lapangan usaha kuxsus/balai
pelatihan,

4)  Pada kelompok lapatigan usahia diatas disanalisis secara
hirarkhi tujuan utama: (main purpose). fungsi kunei (key
Junetion). fungsl utama (major function) dan fungsi dasar
(basic functionr) vang selanjutnyva diidentifikasi sehagai
nnit kampetensi.

Untuk  kelompok lapangan usaha lkursus/balai
pelatihan, (i analisis hirarki fngsi  produktifnya
sebagaimana tabel berikut:
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TUJUAN
UTAMA

FUNGSI
KUNCI

FUNGSI
UTAMA

FUNGSI DASAR

Menyiapkan
tenaga kerja
yaiig kompeten
melalni
pelatihan
berhasis
kompetensi

Melaksanan
Pelatihan
secara efektif

Perencanaan

Merancang program
pelatihan

Merencanakan
serangkaian
pelatihan

ses1

Merencanskan dan
mempromosikan
prograin pelatihan

Merancang dan
membangun sistem
pelatihan

Melakukan analisis
persyaratan
kompetensi

Pelaksanaan

Melatih  Kelompok
Kecil

Menvanipaikan sesi
pelatihan

Melakukan
ulang pelatihan

kaji

Melaksanakan
penilaian
berdasarkan
prinsip-prinsip
asesmen

Perencanaarn

Merencanakan
Asesmien

Merancang dan
membangun sigtem
asesnmen

Mengembangkan
prosedurasesmen

Mengembangkai
alat asesmen

Pelaksanaan

Melaksanakan
Asesmen

sistem
dan

Mengelola
pelatihan
asesmen

Evaluasi

Mengkaji
Asesmen

Ulang

Mengevaluasi
sistem pelatihan
dan asesmen

Catatan:

a. Penjabaran tujuan utama ke dalam fungsi kunci

minimial 2 fungsi kunci.

b. Penjabaran setiap fungsi kunci ke dalam fungsi

utama minimal 2 fungsi uatama.

c. Penjabaran setiap fungsi utama ke dalam fumgsi

dasar minimal 2 fungsi dasar

d. Fungsi dasar pada umunya diidentifikasi sebagai

unit kompetensi.
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5) Di samping lapangan usaha dan kompetensi yang
berkaitan dengan fungsi utama suatu instansi teknis, di
mungkinkan pula adanya kompetenasi yang berkaitan
dengan fungsi pendukung suatu instansi teknis, sepert
fungsi penglitian, penyuluhan, dan lain-lain.
Kompetensi yang berkaitan dengan fungsi pendukung
tersebut, diakomodasikan dalam peta kompetensi, tetapi
standar kompetensinya (SKKNI) tidak mesti harus
disusun sendiri Dalam hal SKKNI dimaksud telah
dibuat oleh instansi teknis lain, Kementerian/Lembaga
(I{/1) dapat mengadopsi dan atau mengadaptasi untuk
diterapkan di lingkup lapangan wusaha K/L vang
bersangkutan. Dalam Dhal lapangan usaha tertentu
potensial wuntuk menjadi lingkup tugas dan
tanggungjawal instansi teknis lain, sebelum pemetaan
kompetensi, terlebih dahulu dilakukan Klarifikasi dan
koordinasi dengan instansi teknis yang bersangkutan.

E. ACUAN PEMETAAN KOMPETENSI
Dalam  melakukan pemetaan kompetensi pada  setiap

sektor/lapangan usaha, referensi atau acuan yang digunakan adalah:

1.

Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi, Tugas,

Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,

Tugas, Dan Fungsi Eselon [ Kementerian Negara.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang ditetapkan oleh
Kepala Badan Pusat Statistik. Struktur dan kodifikasi KBLI yang
digunakan dalam pemetaan kompetensi adalah sebagai berikut:

2.

Kategori, merupakan induk atau garis pokok dari
penggolongan kegiatan ekonomi. Kategori kegiatan ekonomi
tersebut diberi kode satu digit dengan kode hurufi Dalam
KBLI, selurub kegiatan ekonomi di Indonesia di golongkan
menjadi 21 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode
hurat dart A sampai dengan U,

Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori.
Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau Dbeberapa
golongan pokok (sebanyak-banyaknya lima golongan pokok,
kecuali industri pengolahan), menurut sifat masing-masing
golongan pokok. Setiap golongan pekok diberi kode dua digit
anigka.
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Golongan, merupakan uraian lebili lanjut dari golongan
pekok (hurnf b). Koede golongan terdiri dari tiga digit angka,
yaitu dua digit angka pertama memmjukkan golongan pokelk

yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan

kegiatan ekononii dari setiap golengan yang bersangkutari
Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyalk-
banvaknya sembilan golongan.

Sub Golongan, merupakan wuraian lebih lanjut dari
kegiatan ekonionii yang tercakup dalam suatu golongarn( hiuruf
¢). Kode Sub Golongan terdiri dari empat digit, vaitu kede tiga
digit angka pertama menunjukkan golengan yang berkaitan,
dan satu digit angka terakhir menutijukkan kegiatan ekonomi
dari sub golongan Dbersangkutan. Setiap golongan dapat
diuraikan lebil lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan
sub golongari.

Kelompok, merupakan pemilahan lebih lanjunt kegiatan yang
dicakup dalam suatu sub golengan (huruf d) mienjadi
heberapa kegiatan yang lebih homogen.

Sebagai contoh Struktur KBLI yang ditetapkan tahun 2009

terdiri atas Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan

dan Kelempok, sebagaimana tabel berikut:

STRUKTUR KBLI DIGIT JUMLAFH
Kategeri 1 digit huruf 21
Golongan Pokok 2 digit angka 88
Gelongan 3 digit angka 241
Sub Golongan 4 digit angka 512
Kelompok 5 digit angka 1435

Struktur dan kodifikasi KBLI, dari kategori sampai dengan

Golongan Pokok (digit 2) adalah sebagai berikut:

A.

Pertarnian, Kehutanan dan Perikanan

01 : Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan
Kegiatan ybdi;

02 : Kehutanan dan Penebangan Kayu;

03 1 Perfkanan:

Pertambangan dan Penggalian,

08 : Pertambangan Batubara dan Lignit;

06.: Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas
Bumi;

07 : Pertambangan Bijih Logam;
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08 : PFertambangan dan Fenggalian Lainnya;
09 : Jasa Pertambangan.
Dst

Stoktar KBLI dan kodifikasi secara lengkap sampal dengan
digit 5 (Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan dan
Kelompok) dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik Nomer 57 tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Tsaha Indenesia.

Regional Model Competency Standard (RMCS). RMCS adalah
model penyusunan standar kompetensi yang diperkenalkan oleh
International Labor Organization (JLQ), yang berfokus pada fungsi-
fungsi produktif dari suatu kegiatan usaha/industri sejenis.

Pada model RMCS furigsi produktf dari suatu sektor atau
lapangan usaha/industri sejenis dirumuskan secara jelas tujuan
utama (Main Purpese) dari Dbidang usaha/industri tersebut.
Selanjutnya, secara hirarki dilakukan analisis fungsi-fungsi
produktif yang diperlukan wuntuk mencapai tujuan utama
dimaksud. Hirarki analis fungsi-fungsi produktif tersebut sebagai
berilcut:

a. Tujuan Utama

Tujuan utama, yang lebih dikenal dengan istlah Main

Purpose, adalall rumusan tentang keadaan atau kondisi yang

menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu hidang

usaha. Tujuan utania suatu bidang usaha biasanya terkait
dengan visi dan misi bidang usaha yang bersangkutai.

Tujuan utama mengandung minimal tiga (3) frasa yaitu kata

kerja, objek dan keterangan (kondisi yang diharapkan).

KATA KERJA + OBJEK + KETERANGAN

b. Fungsi Kunci
Fungsi kurici, yang lebih dikenal dengan istilah Key Function
atau Primary Function, adalah fungsi produktif hirarki
pertama dalam mencapai tujuan utama suata bidang
usaha/industri. Untuk mencapai tujuan utama diperlukan
sejumlah fungsi kunci vang satu sama lain saling terkait dan
saling mendukung.
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¢, TFungsi Utama
Fungsi utama, yang lsbh dikemal dengan istilah Mejor
Function, adalah fungsi pfodukiaf hirarki ke duoa yatig
merupakan jabaran lebih lanjut dar fungsi kune, Setiap
fungsi kunci terdiri dasi sefumlah fungsi ntama yang sam
sama lain saling terkait dan saling mendulaing,

d.  Fungst Dasar
Fungst dasar yang lebih dikenal dengan istlah Basic
Function, adalah fungsi produktll hiverki lketiga yang
merupakan jalyaran lébih lanjut dari fungsi ntama. Sedap
fungsi utama ferdid dari sejumlah fungsi dasar yang satn
sama lain saling terkait dan saling mendukung. Fungsi dasar
ini pada nmumnya diidentifikasi sebagai unit kom petensi.
Hirarki fongsi produktif soatn bidang isabafindnste

sebagaimsna di atas dapat digambarkan dalam. peta fungsi bisnis

sebagai berikut:

PETA FUNGES| BISNIS DENGAN SKEMA TABEL

TUILAN UTANE FONGSTRUNG) FLINGSTUTANA pUNESIORSAD

— | Bk s ke ,_' Fimpas e g 3 + s el |

”I Bl =S L. ' Jr{a,| BSAEEL
— | FLjESss

__l P "‘l nsi tagead |_—}~ FUNGI) DESAR T

|-_-.—g—- ——..—'

FOANG: - I FutiEs|umahess = l FFUN.E‘:IDG-.F" 1=
UsaHA — | E| NS | RIS

eS| e

||| FaEE) 02

r FLINS TIN5 _{ FUNSUTIML-E S

PLINGE] EONEK
— SETERLTR

FUNESLLTRARE £ . ’
l: WMT=DH1
| REONHTETERS

PENYUSUNAN RENCANA [INDUK PENGEMBANGAN SKKNI
Rencana [mdink Pengembangan SKKNI (RIP-SKKNI) disustn nntuk

kuron walkdn ertentn, disarankan dalam korom waktn 3 (tiga) sampai

5 (Hima) tahun, Dengan demikian pada setiap sekfor atan kategori

lapangan usaha dapal memiliki dokumien rencana pengembangan

standar kompetensi nasional Indomesia yang dapat dighnakan sebagai
dasar dan acnan dalam pengembangan SDM berbasis kempétensi.
Standar kompetensi nasional dimaksud sekaligns juga dapat
digunakan sebagal dasar untuk membangnn kerjasama  saling
penigakuvan (Musiial Recognition Agreemeny) dengan négara lain, atan
sebagai filter masnkiya tenagd kerja asing di pasar ketja dalam riegeri,
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Memperhatikan arti pentingnya penyusunan SKKNI, niaka

penynsunan RIP-SKKNI di semua sektor atau kategori lapangan usaha

menjadi kebutuhan yang penting dan strategis.

1.

Rambu-rambu penyusunarn

al.

Disusun secara koemprehensif uoantuk seluruh kegiatan
ekonomi yang menjadi tanggung jawab. dari Instansi Teknis

yang bersangkutai,

Mengacu pada Peta Kompetensi yang felah disusun
sebelumnya;

Disusun secara bertahap berdasarkan prioritas.

Disusun untuk kurun waktu 3 sampai 5 tahun:

Metode penvusunarn
RIP-SKKNI disusun melalui tahiapan kegiatan sebagai herikut:

2.

Melakukan revieww pcta kompeteénsi uituk memastikan
kemprehensifitas serta ketepatan kategorisasi. Hal-lial vang
harus dipastikan dalam melakukan review peta kompetensi
antara lain:

1) Peta kompetensi telah disusun secara komprehensif
untuk kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan
dan kelompok kegiatan ekononi yang menjadi tanggung
jawab instansi teknis yang bersangkutan.

2) Mengacu pada KBLI yang ditetapkan oleh Badan Pusat
Statistik. Suatu instansi teknis ftertentu niungkin
memiliki tanggung jawab sektoral atas lebih dari satu
kategori, golongan pokok atau golongan kegiatan
ekoniemi. Seperti Kementerian Pariwisata, memiliki
tanggung jawab di bidang Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum (KBLI-Kategori [), Agen Perjalanan,
Penyelenggaraan Tour dan Jasa Reservasi Lainnya
(KBLI-Kategori N).

3) Kategorisasi dan kodifikasi unit-unit kompetensi dalam
Peta Kompetensi telalr disusun sesuai dengan Sistem
Kodifikasi SKKNI yang telah ditetapkan.

Menentukan bidang usaha/kegiatan ckeonomi serta unit-unit
kompetensi yang dijadikan prioritas. Pada dasarnya semia
unit kompetensi yang telah dipetakan perlu disusun standar
kompetensinya dalam fermat SKKNI. Namun demikian,
karena pertimbangan urgensi dan sumberdaya, penyusunan
SKENI dimaksud perlu dilakukan berdasarkan prioritas.
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Dalam miencnotukan prioritas utania penyusunan SKKNI di

bidang usaha/kegiatan ekonomi, memiliki pertimbangarn:

1) Potensial menimbulkan bahaya keamanan, keselamatan,
kesehatan dan/atau linglkungan hidup;

2) Potensial menimbulkan perselisihan dalam transaksi

barang manpun jasa;

Memiliki nilai strategis dalam memperkuat dava saing
nasional.

Menyusun pentahapan dan peta jalan  (road map)
penyusunan SKKNI nntuk kurun waktu 3-5 tahun. Peta jalan
penyusunan SKKNI dibuat dengan mempertimbangkarn
prioritas yang telah ditetapkan. Peta jalan penyusunan
SKENI berisi sasaran dan kegiatan penyusunan SKKNI yang
harus dilakukan pada sétiap tahun dalam kurun waktu 3-5
talnin.

Struktur dan format penulisan RIP-SKKNI
Untuk memudahkan dalam penyusumnan RIP-SKIKNI,

menggunakan struktur dan format sebagai berikut:

Pendahuluan

Bagian ini menguraikan:

1) TLatar belakang, disusunnya RIP-SKKNI di suatu sektor
atan kategori lapangan usaha.
Latar belakang tersebut antara lain herupa dasar
pertimbangan dan rasional disusunnya RIP-SKKNI, baik
secara teknis substantif maupun juridis. Secara teknis
bisasanya  terkait dengan adanya  kebutuhan
pengembangan  kompetensi, produktivitas dan
employbility SDM guna medukung rencarna
pembangunan suatu sektor atau kategori lapangan
usaha. Secara juridis biasanya terkait dengan amanat
undang-undang serta regulasi lainnya yang menekankan
atau mengharuskan pengenmbangan kompetensi SDM di
suatu sektor atau kategori lapangan usaha, baik dalam
kerangka standardisasi maupun sertifikasi.

2) Tujuan dan Sasaran
Bagian ini menguraikan tentang tujnan dan sasaran
penyusunan RIP-SKKNI di suatu sektor atau kategori
lapangan usaha. Tujunan dirumnskan dengan kalimat
aktif dan dapat terdiri lebily dari satu tujuan. Sementara
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itu, sasaran dirumuskan dengan kalimat pasil yang
menggambarkan suatu keondisi yvang hendak dicapai
ataun diwwjudkan. Seperti halnya dengan tijuan,
penyusunan RIP-SKKNI juga dapat memiliki lebih dari
satu sasaraftl.

Ruang Lingkup

Bagian ini menggambarkan cakupan penyusunan RIP-
SKKNI di suatu sektor atau kategorl lapangan usaha.
Ruang lingkup atau cakupan tersebut terkait dengan
klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan KBLI. Sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya, RIP-SKKNI dari
suatu Instansi Teknis dapat menckup lebih dari satu
kategori ekonomi dalam KBLI. Bahkan sebaliknya, dapat
pula hanya mencaklip suatu golongan pokok atau sub
golongan pokok tertentu dari snatn Kategori ekonomi
berdasarkan KBLI.

Acuan Normatif

Dalam bagian ini dicantumkan:

1) acuan normatif yang digunakan dalam penyusunan RIP-
SKKNI di suatu sektor atau kategori lapangan usaha.
Acuan nermaril tersebut dapat berupa standar, regulasi
teknis, norma dan atau pedoman-pedoman teknis.

2) arah dan kebijakan yang diamhbil eleh suatu sektor atau
kategori lapangan usaha dalam penyusunan RIP-SKKNI.
Arali dan kebijakan dimaksud haik yang berkaitan
dengan aspek teknis substantf maupun aspek
adimistratif dan organisatoris. Termasuk di dalaninya
adalal penetapan prioritas, pengalokasian anggaran dan
pengoganisasian penyusunan SKKNI di lingkungan
Instansi Teknis yang bersangkutan,

Metode Penyusunan

Bagian ini menguraikan fentang cara melakukan
penyusunan RIP-SKIKNI dan peta kempetensi. Metode yang
digunakan selain dengan pendekatan yang telah di sebutkan
(analisis fungsi untuk pemetaan konipetensi) juga diuraikan
proses penyustman RIP-SKIKNI yvang memberikan informasi
terkait dengan mekanisme dan keterwakilan pemangku
kepentingan  (sebagaimana  struktur komite standar
kompetensi).
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Peta Jalan Penyusunan SKIKNI

Peta jalan yang di susun memberikan informasi:

1) Sasaran-sasaran yang haras dicapai pada setiap periode
selama kurnm waktu RIP-SKIKNI.

2) Deskripsi peta fungsi pekerjaan.

3) Peta kompetensi di setiap sektor atau kategori lapangan
usalia.

4) Peta kompetensi prioritas yang akan di susun dalam
Torimat SKIKNI,

Peta jalan tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah

dan kebijakan penyusunan RIP-SKKNI yang telah ditetapkan.

Peta jalan penyusunan SKENI akan menjadi acuan dalam

perencanaan dan pelaksanaan penyusunan SKKNI di suatu

sektoratau kategori lapangan usaha pada setiap taliunnya.

Program Penynsnnan SKKNI

Bagian ini menggambarkan program kerja penyusunan
SKKNI vang akan dilakukan oleh suatu Instansi Teknis
dalam kurun waktu tertentu (misalnya tahun 2016-2019).
Program kerja tersebut berisi uraian tentang tujuan dan
sasaran, kegiatan, jadwal pelaksanaan dan tolok ukur
keberhasilan serta pembiayaan.

Organisasi Pelaksanaan Penyusuman SKKNI

Bagian ini menggambarkan organisasi pelaksanaan
penyusunan SKKNI di suata sektor atau kate‘_gori lapangan
usaha, baik secara fungsional maupun secara ad-hock.
Organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI dimaksud
mengatur tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing
satunan kerja/organ yang terkait serta tata kerja dan
mekanisme kerjanya. Termasuk di dalamnya adalah organ
Komite Standar Kompetensi yang dibentuk di setiap Instansi
Teknis.

Rekomendasi Pelaksanaan

Bagian ini berisi hal-hal khusus yang dipandang penting dan
perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan — RIP-SKIKINL
Rekomendasi tersebut dapat berkaitan dengan aspek teknis
substantif manpun aspek adimistratif dan organisateris.
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Lampiran

Baglan ini dapat berisi dokumen-dokumen vang dipandang
perlu untuk dilampirkan dalam RIP-SKKNI guna memberi
informasi yang lebih rinei fentang RIP-SKKNI tersebut.
Seperti dokumen Peta Kompetensi, dokumen KBLI dan

sebagainya.
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FORMAT 3

TATA CARA PERUMUSAN RANCANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESLA

A, Prinsip Pengembangan SKKNI

Pengembangan SKKN| harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai

berikout:

1.

L

Relevan

Memenuhi relevansi dengan kebutuhan dunia usaha atau industri
di masing-maging sektor atau lapangan usaha. Artinya SKKNI
harus sesuai dengan kondisi riil dengan di tempat kerja.

wvalid
Memenuhi validitas terhadap acuan danfatau pembanding yang
sah. Artinya SKKNI harus dapat dibandingkan dengan standar

sejenis.

Aseptabel

Dapat diterima oleh pemangku kepentingan, khususnya oleh
pengguna seperti industrif/perusahaan, lembaga pendidikan dan
pelatihan, lembaga sertifikasi, praktisi, ahli termasuk instansi
pembina teknis.

Fleksibel

Memiliki flekszibilitas baik dalam penerapan maupun untuk
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Penerapan SKKNI
meliputi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan,
sertifikasi, maupun untuk pengembangan sumber daya manusia.

Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan
dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun
internasional.

SKKNI yanp disusun dapat ditelusuri baik proses maupun
substansinya. Selain itu SKKNI tersebut dapat dibandingkan
dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lainnya.

B. [Kriteria SKKNI

1.

2,

Sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di tempat
kerja.
Berorientasi pada outcome
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FORMAT 2

STRUKTUR DAN TATA CARA PENULISAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKIKNI) disusun untuk
mendefinisikan  kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan sebagaimana
yang dipersyaratkan oleh industri. Penulisan SKKNI sebagai bagian dari
proses perumusan SKKNI harus sistematis, jelas, tepat, lugas, tegas, tidak
menimbulkan interpretasi lain dan mudah dipaliami oleh pihak yang tidak
berpartisipasi dalam perumusan SKKNI.

A.  STRUKTUR UNIT KOMPETENSI
1. Kode Unit
Kede unit kompetensi berjumlah 12 (dua belas) digit dan
merupakan identitas dari unit kompetensi yang bersangkutar.
Kode unit kompetensi sebagai berikut:

X|. oloy[¥Yy|Y|[o|]o|]. 0 0o]o0].] 0]

(1) (2) (3) () () ©)

L

-4
k 4

(1) = Kode Kategori (A, B, C ... dst), diisi 1 hurul sesuai kode
hurut kategori pada KBLUI;

(2) = Kode Golongan Pokek, terdiri dari 2 angka pada KBLUI;

(8) = Singkatari dari kelompok/lapangan wusaha atau area
pekerjaan, diisi 3 hurufl kapital (misalnya; GAR untuk
Garmen, OTO untuk otonrotil reda 4, dan lain-lain);

(4) = Kode penjabaran kelompok/lapangan usaha atau area
pekerjaan; terdiri dari 2 angka, jika tidak ada penjabaran
kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan diisi
dengan angka 00;

() = Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI pada kelompok/
lapangan usaha atau area pekerjaan, terdiri dari 3 digit
angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seferusiya;
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(6) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya
perubahan, diisi dengan 1 digit angka, mulai dari angka 1,
2 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomaoran
terhadap urutan penvusunan atau penetapan unit
kompetensi dalam penyusunan standar kempetensi vang
disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun
merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan atau
seterusnya.

Judul Unit

Berisi nama unit kompetensi, merupakan bentuk peroyvataan
terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit
kompetensi harus menggunakan kalimat aktil yang diawali
dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur: Penulisan
judul unit kompetensi (termasuk spasi) tidak lebihh dari 100
karakter.

Deskripsi Unit

Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan
tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan unit
kompetensi. Dalam deskripsi unit, dapat pula disebutkan
keterkaitan umit kompetensi ini dengan unit kompetensi lain yang
memiliki keterkaitan erat.

Elemen Kompetensi

Berisi wuraian tentang langkah-langkah Kkegiatan yang harus
dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan
dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses
pelaksanaan unit koempetensi, vang dibonat dalamm kata kerja aktif
atau performatif.

Kriteria Unjuk Kerja

Berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkar
kinerja yang harus dicapai pada setiap ¢lemen kompetensi.
Kriteria wunjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau
kuarnititadf, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang
terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.



